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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), 2,

dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang

Ujian Pengangkatan Notaris juncto pasal 2 Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata

Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terhadap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan akibat pengaturan Ujian Pengangkatan

Notaris tersebut terhadap Calon Notaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah studi kepustakaan yang

penelitiannya bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini berupa hukum normatif atau kepustakaan dan

menggunakan data sekunder. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang

bersifat yuridis normatif dan teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode

analisis data kualitatif.

 

Hasil penelitian tesis ini yaitu bahwasannya keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris ini seharusnya menjadi

tidak sah dan patut untuk dicabut oleh pemerintah serta tidak dapat dilaksanakan karena Permenkumham

tersebut dengan UUJN dan UUJN-P tidaklah selaras dan sejalan sehingga tidak terpenuhinya Harmonisasi

dan Sinkronisasi dalam perundang-undangan. Padahal seharusnya antara satu perundangundangan dengan

perundang-undangan lainnya sejalan dan selaras. Apalagi UndangUndang hierarkinya lebih tinggi daripada

Permenkumham. Maka, Ujian Pengangkatan Notaris dapat dikesampingkan oleh asas lex superior derogat

legi inferiori dalam Teori Perundang-undangan dengan Hierarki Perundang-undangan yang menyebutkan

bahwa hierarki yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Terlebih lagi, Ujian

Pengangkatan Notaris ini memberikan lebih banyak akibat negatif daripada akibat positif untuk para Calon

Notaris. Untuk itu seharusnya Permenkumham ini dibatalkan keabsahannya dan dicabut saja.

<hr>

This thesis discusses the validity of the Notary Appointment Examination contained in Article 1 paragraph

(1), 2 and 3 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights (Permenkumham) Number 25

Year 2017 on the Examination of Notary Examination juncto article 2 Permenkumham Number 62 Year

2016 on Terms and Procedures for the Appointment, Transfer, Dismissal and Renewal of Notary Period to

Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year

2004 regarding Notary Position (UUJN-P) and the impact of the Regulation of the Notary's Appointment

Exam on Candidate Notary. Research method in this thesis is literature study whose research is juridical

normative. This type of research is a normative law or literature and uses secondary data. Data collecting

technique used is literature study that is normative juridical and data analysis technique is done by using
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qualitative data analysis method.

 

The result of this thesis research is that the validity of this Notary Appointment Test should be invalid and

deserve to be revoked by the government and can not be implemented because the Permenkumham with

UUJN and UUJN-P are not aligned and in line so that the Harmonization and Synchronization in the

legislation is not fulfilled. Whereas it should be between one legislation and the rest of the legislation in line

and aligned. Moreover, the hierarchy laws are higher than Permenkumham. Thus, the Examination of a

Notary can be ruled out by the principle of lex superior derogat legi inferiori in Legal Theory with Legal

Hierarchy which states that a higher hierarchy can override the lower one. Moreover, the Notary's

Appointment Exam gives more negative impacts than positive impacts for Notary Candidates. For this

reason, this Permenkumham should be abrogated and only revoked.


